BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG /JASA DI GAMPONG

Menimbang

Mengingat

DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa untuk kclancaran  dan  tertib - administrasi
pclaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong agar
sesual dengan tata kelola pemerintahan yang baik,
sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat
bermanfaat  untuk memperlancar penyelenggaraan
Pecmcerintahan  Gampong dan  memenuhi  kebutuhan
masyarakat, perlu  adanya Pedoman Tata Cara
Pcngadaan Barang/Jasa di Gampong;

bahwa bcerdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 lentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur oleh Bupati
dalam bentuk Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pcriimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan
Peraturan Bupali tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 lentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran  Negara Republik  Indoncsia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Acch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Acch (Lembaran  Negara Republik
Indoncsia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); Q’/&
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10.

11.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pclaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5539);

Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Dcsa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan  Bclanja  Negara (Lembaran Negara Republik
Indoncesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor S, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5655)
scbagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pcrubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang  Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pcmerintah Nomor 13 Tahun 2013 lentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009

tentang - Pemerintahan  Gampong  (Lembaran Daerah
Kabupaten  Aceh  Besar Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar

Nomor 11);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA

PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12,

13.

Kabupaten Acch Besar adalah bagian dari dacrah provinsi sebagai suatu
kesatuan masyrakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mecngurus scndiri urusan pemcrintahan dan kepentingan
masyarakal sctcmpal scsuai dengan  peraturan  perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip Ncgara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin olch scorang Bupali;

Pemecrintah Dacrah Kabupaten yang sclanjutnya discbut Pemerintah
Kabupaten Acch Besar adalah unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Dacrah Kabupaten;
Bupati adalah Kcpala Pemerintah Dacrah Kabupaten Aceh Besar yang
dipilih melalui suatu proscs demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Gampong adalah kcsaluan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sctempal, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Keuangan Gampong adalah scmua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Gampong yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya scgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Gampong lersebut.

Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pcenatausahaan,  pelaporan,
pertanggung jawaban dan pcngawasan keuangan Gampong.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang sclanjutnya disingkat
APBG, adalah rencana kcuangan tahunan Pemerintah Gampong yang
dibahas dan disctujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan TPG,yang
ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik
yang karena jabalanya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengcelolaan keuangan Gampong.

Tuha Pecut Gampong yang sclanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang
merupakan pcrwujudan demokrasi dalam penyclenggaraan pemerintahan
gampong scbagai unsur penyclenggara Pemerintahan Gampong dalam
Kabupaten Acch Besar;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas
Pengelolaan Kcuangan dan Kckayaan Dacrah Kabupaten Aceh Besar.
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Kabupalen yang sclanjutnya disebut
APBK adalah rcncana kcuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan Qanun Daerah.

Bendahara Gampong adalah pcrangkat gampong yang ditunjuk oleh
Keuchik untuk mecnerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan,
membayarkan dan mempcertanggungjawabkan keuangan gampong dalam
rangka pelaksanaan APBG. %//k
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Kecamatan adalah wilayah kerja camat scbagai perangkat daerah.

Tim Pengelola Kegiatan yang sclanjutnyva disingkat dengan TPK yang Tim
yang ditctapkan olch Keuchik dalam bentuk Keputusan Keuchik terdiri
dari Unsur Pemerintah Gampong dan Lembaga Kemasyvarakatan untuk
melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa di Gampong yang sclanjutnya discbut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Pemcrintah Gampong, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun
melalui penyedia barang/jasa.

Pcnyedia Barang/Jasa  adalah  badan usaha atau pcrorangan  yang
mcnyediakan barang/jasa.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikcrjakan dan/atau diawasi sendiri olch tim pengelola
kegiatan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud  diberlakukannya  Peraturan Bupati  ini  adalah untuk
membcrikan pedoman bagi Pemerintah gampong dalam mcnyusun tata
cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Gampong yang dibiayai
dengan dana APBG.

(2) Tujuan dibcrlukukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan
barang/jasa di gampong dilakukan scsuai dengan tata kelola yang baik
dan scsuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di gampong.

BAB IlI
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah untuk pclaksanaan pengadaan
barang/jasa olch Pemcrintah Gampong yang dananya berasal dari APBG.

BAB 1V
PRINSIP PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah :

a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas
dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana
yang tclah ditetapkan untuk mcencapai hasil dan sasaran dengan
kualitas yang maksimum;

b. efcktif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang tclah ditetapkan scrta memberikan manfaat yang
scbesar-besarnya;

C. lransparan, berarti scmua  kelentuan dan  informasi mengenai
Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas
oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;



d.

pemberdayaan masyarakat, berart Pengadaan Barang/Jasa harus
dijadikan scbagai wahana pembclajaran bagi masyarakat untuk dapat
mengelola pembangunan gampongnya;

golong royong, berarti penyediaan tenaga kerja sccara cuma-cuma oleh
masyarakat dalam pclaksanaan kegiatan pembangunan di gampong;
dan

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
terkait dengan Pengadaan Barang/.Jasa schingga dapat dipertanggung-
jawabkan.

BAB V
ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pclaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus
memaltuhi clika sebagai berikut:

a.

mclaksanakan tugas sccara tertib, discertai rasa ltanggung jawab untuk
mencapal sasaran, kcelancaran  dan ketepatan  tercapainya tujuan
Pengadaan Barang/Jasa;

bekerja sceara profesional dan mandiri;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak schat,

menerima  dan  bertanggung  jawab  atas segala keputusan yang
ditetapkan scsuai dengan kescpakatan tertulis para pihak;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para
pihak yang terkait, baik sccara langsung maupun tidak langsung dalam
proscs Pengadaan Barang/Jasa;

menghindari dan mencegah terjadinya  pemborosan dan  kebocoran
kcuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain
yang sccara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah
Gampong; dan

- tdak mcenerima, tidak menawarkan atau  tdak menjanjikan untuk

membert atau mencerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa
saja dari atau kcpada siapapun yang dikctahui atau patut diduga
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI
CARA PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal 6

(1) Pengadaan Barang/Jasa di Gampong pada prinsipnya dilaksanakan secara
swakclola dengan memaksimalkan penggunaan  material/bahan  dari
wilayah setempal, dilaksanakan sccara gotong-royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakal setempal, untuk memperluas kesempatan kerja,
dan pemberdayaan masyarakat selempat.

(2) Pengadaan Barang/Jasa di Gampong scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang tidak dapat dilaksanakan sccara swakclola, baik scbagian maupun
keseluruhan, dapat dilaksanakan olch penyedia barang/jasa yang dianggap
mampu.

b/



BAI3 VII
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Swakelola

Pasal 7

(1) Pengadaan barang /jasa dengan cara swakelola meliputi kegiatan :

a. persiapan;

b. pelaksanaan;

¢. pengawasan;

d. penyerahan;

¢. pelaporan; dan

f. pertanggungjawaban hasil pckerjaan.

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dilaksanakan oleh TPK;
(3) Tugas dan wewenang TPK meliputi:

a. perencanaan kegiatan; dan
b. pelaksanaan kegiatan.

(4) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

meliputi:

a. menyusun proposal;

b. jadwal pclaksanaan pekerjaan;

¢. rencana pengggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
d. gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;

c. spesifikasi teknis apabila diperlukan;

. perkiraan biaya (rencana anggaran biaya); dan

g. menyusun rancangan kontrak.

(5) Pelaksanaan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

dengan ketentuan scbagai berikut;

a. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa mclalui swakelola;

b. kcbutuhan Barang/Jasa tcrmasuk didalamnya bahan/material
untuk mendukung kegiatan swakclola yang tidak dapat disediakan
dengan cara swadaya, dilakukan olch penyedia Barang/jasa yang
mempunyai kualifikasi sesuai pceraturan perundang-undangan oleh
TPK.

¢. pekerja konstruksi:

1. ditunjuk satu orang pcnanggung jawab teknis pelaksanaan
pekerjaan dari anggotu TPK yang dianggap mampu atau
mengetahur tcknis kegiatan /pekerjaan;

2. dapat dibantu och personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;

3. khusus untuk pckerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga
ahli dan/atau pecralatan berat harus dilakukan oleh Penyedia
Barang/Jasa yang. mcmpunyai  kualilikasi  sesuai  peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengadan Barang/jasa mcelalui Penyedia barang/jasa

Pasal 8

(1) Pengadaan Barang/jasa mclalui Penyedia barang/Jasa dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung

7



pelaksanaan Swakclola maupun memenuhi kebutuhan barang/Jasa
secara langsung di Gampong.

(2) Penyedia Barang/Jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyedia Barang/Jasa perorangan,
b. penyedia Barang/Jasa badan usaha.

(3) Penyedia barang/Jasa harus memenuhi kualifikasi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dalam Pelaksanaan Pengadaan
barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat atau lokasi
usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.

(4) Selain  kelcntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia
Barang/jasa untuk pckerjaan konstruksi mampu menycdiakan tenaga
(cknis/ tenaga terampil dan/fatau peralatan yang dipcrlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 9

(1) TPK menyusun rencana pclaksanaan  pengadaan melalui  penyedia
Barang/Jasa mclipui;

a. rencana anggaran dan biaya berdasarkan data harga pasar,

b. penyusunan Rcncana Anggaran dan Biaya dapat memperhitungkan
ongkos kirim atau ongkos pengambilan;

¢. spesifikasi teknis Barang/Jasa apabila dipcriukan; dan

d. khusus untuk pckerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barung/Jasa dengan nilai sampai dengan
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai
berikut :

2. TPK mecmbeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penycdia barang/Jasa,

b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK
dan tanpa penawaran tertulis dari Penycdia Barang/Jasa;

¢. TPK melakukan negosiasi alau lawar menawar dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk mempcroleh harga yang lebih murah; dan

d. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi dapat berupa
nota/faktur pembclian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(3) Pclaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa dengan  nilai di atas
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampal dengan
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai
berikut :

2. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia barang/Jasa;

b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis
dari Penyedia Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup
pckerjaan, volume dan satuan),

¢. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi
daftar barang/jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup
pekerjaan, volume dan satuan) dan harga; o

d. TPK melakukan negosiasi alau tawar mcnawar dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan

¢. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi dapat berupa
nota/faklur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(4) Pclaksanaan Pcngadaan  Barang/Jasa dengan  nilai  di atas
Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagal
berikut :

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) pcnawaran sccara tertulis
dari 2 (dua) Penycedia Barang/Jasa yang berbeda dengan dilampird
daftar Barang/Jasa (rincian barang/Jasa) atau ruang lingkup
pckerjaan, volumce dan satuan) dan harga; /{



b. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi
daftar  Barang/Jasa (rincian barang/Juasa) atau ruang lingkup
pckerjaan, volume dan satuan) dan harga;

¢. TPK menilai pemenuhan spesifikasi tcknis  Barang/Jasa yvang
memasukan penawaran;

d. apabila spesifikasi tcknis Barang/Jasa vang ditawarkan:

I Dipenuhi oleh kedua Penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan
dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan:

2. Dipenuhi olch salah satu Penvedia Barang/Jasa, maka TPK tetap
melanjutkan dengan proses negosisi atau lawar menawar kepada
penycdia barang/Jasa vang memenuhi spesifikasi tcknis;

3. Tidak dipcnuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa, maka TPK
membatalkan proses pengadaan.

¢. apabila spesifikasi teknis barang/jasa scbagaimana dimaksud pada
huruf d angka 3, maka TPK mclaksanaakn kembali proses pengadaan
scbagaimana dimaksud pada huruf a;

[ negosiasi scbagaimana dumaksud pada hurufl d angka 1 dan angka 2
untuk memperoleh harga vang lebih murah dan sesuai dengan
spesifikas) yang dipersyaratkan;

g. hasil ncgosiasi dituangkan dalam surat perjanjian kedua belah pihak
antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa yang memuat paling sedikit;

tanggal dan tempat dibuainya surat perjanjian;

para pihak;

ruang lingkup pckerjaan;

nilai pckerjaan;

hak dan kewajiban para pihak;

Jangka waktu pclaksana pekerjaan;

ketentuan keadaan kahar; dan

sanksi.

h. dalam hal Pcnycdia Barang/Jasa akan menandatangani kontrak
harus mcnycrahkan  jaminan  pelaksanaan dalam  bentuk bank
garansi dengan nilai sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari
milai kontrak.

X NT DS LN -

Pasal 10

(1) Perubahan = ruang lingkup pekerjaan  dapat  dilakukan apabila
dipcriukan.

(2) TPK  memerintahkan  sccara tertulis - kepada  Penyedia Barang/Jasa
untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
b. mengurangi jenis pekerjaan;

¢. mengubah spesifikasi tcknis; danj/atau

d. mclaksanakan pckerjaan timbah.

(3) Perubahan ruang lingkup pckerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurul ¢ dan huruf d, Pcnycdia Barang/Jasa menyampaikan
penawaran tertulis kepada TPK.

(4) TPK mclakukan ncegosiasi atau  tawar menawar dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperolch harga yang lebih murah.

(5) Untuk pcrubahan dengan nilini pengadaan diatas Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang
memuat perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati.

Pasal 11

(1) Apabila TPK tidak mampu mclaksanakan pengadaan Barang/Jasa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), maka TPK dapat

¥/



mengajukan permohonan pengedaan Barang/Jasa kepada Unit Layanan
Pengadaan (ULP).

(2) Persyaratan dan tala cara  pengajuan permohonan pengadaan
Barang/Jasa  schagimana dinaksud  pada ayat (1) sesual dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

BAI3 Vill
PIKMIBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran atas pelaksanaan Barang/Jasa sccara Swakcelola dan/atau

melalul Penyedia Barang/Jasa diluksunakan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. scuap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan
bukt yang lengkap dan sah;, _

b. untuk kcabsahan bukti scbagiimana dimaksud pada huruf a, harus
mendapat pengesahan olech Sekretaris Gampong.

BAB IX
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 13

(1) Kemajuan Pclaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK
kepada keuchik berupa laporan mingguan.

(2) Sctelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa sclesai atau sasaran akhir
pckerjaan  tclah tercapai,  TPK menycrahkan  hasil  pengadaan
barang/Jasa kepada  Keuchik dengan Berita Acara Serah  Terima
Pckerjaan. ’

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  diawasi  oleh Bupati dan
masyarakat sctempat.

(2) Pengawasan olch Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didclegasikan  kepada  camat  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
pecrundang-undangan.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Pcraturan Bupat ini mulai berlaku :

a. Pengadaan Barang/.Jasa yang (clah dilaksanakan scbelum Peraturan
Bupati ini dikcluarkan dinyatakan masih tclap berlaku;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang scdang dilaksanakan pada saat mulai
berlakunya Peraturan Bupat ini dapat dilanjutkan sampai selesai;

c. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pcraturan Bupati ini tidak

berlaku untuk pengadaan tanah di gampong;

Pengadaan Tanah di Gampong mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan. 3\,/‘



BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengelahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Dacrah Kabupaten
Acch Besar.

Ditctapkan di Kota Jantho
pada tangeal-F5-Jepiember 2015 M
1436 H

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 16 Scptember 2015 M
2 Dzulhijjah 1436 H
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